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ABSTRAK
Nama : Julius Rafles
Program Studi : Magister limu Hukum
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Atas Pemberlakuan 7he Lacey Act Terhadap

Industri Kehutanan Indonesia

Tesis int membahas mengenai pengaruh pemberlakukan The Lacey Act terhadap
ekspor hasil hutan terutama dari Indonesia ke Amerika Serikat. Ketentuan The
Lacey Act yang baru tersebut merupakan salah satu usaha Pemerintah Amerika
Serikat untuk memberantas keglatan e "_-Loggmg Dalam ketentuan The Lacey

turunannya ke b:nk . g'

hutan tersebut..b b darln. zl g /i ogé:ng ataupilﬁ ber sumber yang
tidak sah. Do’lghm%ange i ak X _ po iké Amierika Serikat
tidak dapatefc ad1kan%fr=peganganﬂ 5f“és‘é1¢gallmS “produk®hasil - “Hitan sehingga
okumenite, sgbut dianggap uda.k sah atau tidak:berlaku. Hal Zini dapat
men_]ad.l_-‘-'ham atan:da am pezdagangan hasﬂ hutan ke, Amerika- Sen ;- Karena
setiap saat'Perierintah’ “‘Amerika. Serikat’ dapat melakukan penaliafidn fataupun
penyltaan terhadap produk-produk higsil’ hutan impor yang: ‘masuk ke negaranya
mengingat tidak ada satu dokumen pun;yang dapat digunakan untiik-menimnjukkan
legalitas- atas «produk impor tersebut ‘WTO melarang anggota-anggotanya untuk
mengeluh- ~ kebijakan-kebijakan: ‘dalam. .negeri yang dapat -menghambat
perdagangﬁn mtemasmnaL Kebljakan The Lacey Aet yang ingin memberantas
kegIatan‘ _Iégal Loggmg secara glob" i( akltepat dlberlakukan pada setlap sproduk

Amerika S(;f'.lkat mengagakam'k
diduga terjadi xﬂegafloggmg “13!3 A
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ABSTRACT
Name : Julius Rafles
Study Program : Law Magister
Title : Legal Review on The Implementation of The Lacey Act

Towards The Indonesian Forestry Industry

This thesis is discussing about the implementation effect of The Lacey Act
towards the export of forestry products from Indonesia to the United States. The
provisions of the new Lacey Act constitute as one of the efforts of the
Government of the United States for: elmunatmg the Illegal Logging activities. In
the provisions of The Lagcg yshict i mess :actor that shall export the forestry
products and its denvatl {United:Sta must prcpa.re a statement that such
forestry productsLarc nOEGH ‘gmated fr ‘iﬁnfeg A lsﬁlc'ggmg or other illegal sources.
The documenfl??,toSl:aedms-éifbf#iﬁg eifpmungiexporta’toﬁhe“Umtéd Stafes cannot be
used as guxci%’.ﬁé'ce;upouithe foresfryrgprocfuctslegalny consequeritly” such documents
are cons!%ge""" = al;or notdapphcable ngus matter may.‘becometas anjobstacle
in the ti‘iitlmg“ofnforeshy.wproducts toytheJUmted,,States, since at anyqtnmc the

Gover:nmeﬁt'* ‘"f_;'the Umted States ma prerqum;':detention or SC!ZU{C toV

imported forest )
can be‘used:to: mdlcate the legallty of - SlICh imported products WI'@“forblds its
members+o:issue internal policies that:may hinder the international:trade‘policy of
The Lacey Act intended for eliminating the Illegal Logging activities,. which
globally is: ot fit to be apphed to eifery Ajuerlcan unported product since iHegal
loggmgfl allegedly happeﬁedgm«th_ export country ‘The elimination-of-illegal
logging shall befmore effective if thé:Govatnmetit of the United Statés-éstablishes

COOperatlong-Wlth the "govemniimentiof ; ,Tthe‘ ounmes:_.-where, illegal: ‘logging is
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perckonomian dunia mengalami proses liberalisasi perdagangan ditandai
dengan mulai terbentuknya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
pada tahun 1947 yang perannya sekarang telah digantikan oleh World Trade

%at _meningkatkan
J% i
R

"""""""

Hingga kini, WTO telah memiliki anggota sebanyak 153 .negara dan banyak
negara lainnya yang kini sedang dalam proses aksesi masuk keanggotaan WTO.

! Penyebutan istilah negara anggota atau negara anggota WTO digunakan oleh penulis
guna mempermudah pemahaman mengenai anggota WTO. Anggota WTO sebenarnya tidak
sebatas pada negara karena di dalamnya juga terdapat separate customs territory seperti Hong
Kong, China; Macau, China; dan Chinese Taipei. Dengan menggunakan istilah negara anggota
atau negara anggota WTO, dianggap anggota-anggota WTO tersebut telah tercakup di dalamnya
dan penuhs tidak mengesampingkan keberadaan mereka.

? Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (World Trade Orgonization}, ed. 4, (Jakarta;
Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hal. 1.

1
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Sistem perundingan atau negosiasi yang dianut dalam WTO adalah single
undertaking. Dengan sistem ini maka negara peserta diwajibkan untzk menerima
atau menolak hasil dari berbagai negosiasi sebagai satu paket (single package),
bukan memilih salah satu atau beberapa diantaranya’ Oleh karena itu, guna
menggambarkan sistem ini dikenal pula istilah nothing is agreed until everything
is agreed. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri atau penandatangan
Agreement Establishing The World Trade Organization. Kemudian, agreement
tersebut telah diratifikasi pada tahun 1994 melalui Undang-Undang Nomor 7
tahun 1994 tentang Pengesahan Agréement Establishing The World Trade

anggota WTO lainnya sama sepern produk domestllmya Jadi berdasarkan prinsip
National Treatment, negara anggota WTO dilarang untuk memberikan
diskriminasi atau perlakuan berbeda tethadap produk dari negara anggota WTO
lainnya pada saat produk tersebut telah memasuki teritori negara anggota WTO
yang bersangkutan. Untuk prinsip berikutnya yaitu transparency, setiap negara

> “Deardrorff’'s Glossary of Intemational Economics,” <hitp://www-personal.

umich. eduf-—a]andearlglossa_rxfs html>, diunduh pada 26 Februari 2010,
* Kecuali plurilateral agreement sebagaimana tercantum dalam annex 4 Persetujuan

WTO.
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A

anggota WTO diwajibkan untuk bersikap terbuka afau fransparan terhadap
berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan pelaku usaha untuk
melakukan kegiatan perdagangan.® Prinsip ini secara umum diimplementasikan
melalui notifikasi kebijakan perdagangan dan juga Trade Policy Review
Mechanism (TPRM).

Selain kedua prinsip tersebut diatas, WTO juga memiliki prinsip universal
lainnya yvang dikenal dengan sebutan perlakuan khusus dan berbeda atau special
and differential treatment (S&D). Keberadaan prinsip ini tidak terlepas dari

beragamnya negara anggota WTQ, gerdiri_atas negara maju (developed

keberlakuan atl;lran ert
teknis.®

? Departemen Luar Negeri, op. ¢it., hal. 4.

 TPRM merupakan tinjauan secara periodik terhadap kebijakan perdagangan negara
anggota WTO. Tinjauan ini berlaku terhadap semua negara anggota WTO tanpa terkecuali. Yang
membedakannya hanyalah periode dilakukannya tinjauan tersebut yang didasarkan pada besamya
share dari negara anggota WTO terhadap perdagangan internasional saat ini, TPRM ini diatur
dalam annex 3 Persetujuan WTO.

7 Penyebutan istilah negara berkembang dan negara terbelakang kadangkala memang
dipisah namun seringnya penyebutan kedua istilah tersebut digabungkan hanya menjadi negara
berkembang saja. Jadi, istilah negara berkembang pada hakikatnya telah mencakup juga negara
terbelakang kecuali memang disengaja untuk dipisah guna menerangkan atau menjelaskan sesuatu.

® Peter Van Den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization (Text,
Cases and Material), (New York: Cambridge University Press, 2005), hal. 43,
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Liberalisasi perdagangan yang dikehendaki oleh WTO ditandai salah satunya
dengan penurunan atau bahkan penghapusan hambatan perdagangan berupa tarif
maupun non tarif. Hal ini penting karena perdagangan tanpa hambatan dapat
mendorong arus pergerakan barang dan jasa (flow of goods and services).
Berdasarkan Putaran Uruguay, negara maju memotong besaran tarif secara
bertahap selama lebih dari lima tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995.
Sekitar 40 persen produk-produk industri rata-rata mengalami penurunan tarif dari
6,3 persen sampai dengan 3,8 persen.” Hambatan non tarif seperti kuota, perijinan

dan spesifikasi teknis juga secara beftahap dihapuskan tetapi tidak secepat

penurunan tarif.

Konsekue' vk

Nasional Greenomics Indones

S
e

ndonesia ke pasar Amerika Serikat

tahun 2007 total nilai ekspor produk kayu I
senilai US$ 242,2 juta dan produk kertas US$ 193,4 juta. Total US$ 435,6 juta
atau 6,94 persen dari total nilai ekspor produk kayu/berbahan baku kayu

Indonesia.'® Namun pada saat penurunan atau bahkan penghapusan hambatan

perdagangan berupa tarif maupun non tarif menjadi tren di forum perdagangan

? Departemen Luar Negeri, Op. cit., hal. 4.
Y<http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=8861&
Itemid=694> diunduh pada tanggal 3 April 2009.
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internasional, Pemerintah Amerika Serikat melakukan perubahan kebijakan
perdagangan dalam negerinya, terutama perdagangan hasil hutan kayu .dan
turunannya. Revisi tersebut dilakukan terhadap The Lacey Act'! tahun 2008, yang
sebelumnya hanya mengatur jual-beli satwa dan fauna di Amerika Serikat.
kemudian pada saat direvisi oleh Kongres Amerika Serikat diatur juga mengenai
larangan perdagangan tumbuhan dan produk dari tumbuhan yang berasal dari

sumber illegal — termasuk kayu dan produk turunannya.

Pengaturan baru ini merupakan hasil amandemen atas ketentuan hukum yang
berusia lebih dari 100 tahun, yan 12 The Lacey Act (Undang-Undang

mendukungnya,' plauning7es BTt {Elahila enjadi salah satu
alat paling agi it ' '

waktu menahan produk import hasi] hutan uyEmg berasal dari Indonesia dengan
alasan bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan The Lacey Act. Tindakan-
tindakan yang dilarang dalam 7he Lacey Act antara lain: pencurian tumbuhan,

pengambilan tumbuhan dari kawasan yang secara resmi dilindungi, seperti suatu

" The Lacey Act 16 U.S.C. SS 3371-3378. Sejak tahun 1900 telah dilakukan beberapa
kali perubahan, perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 1969, 1981, 1988 dan 2008,

2 John Fletcher Lacey (30 Mei 1841 - 29 September 1913) adalah seorang anggota
kongres dari partai Republik dari daerah pemilihan lowa. la menjadi anggota konggres Amerika
Serikat selama 8 periode.
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taman nasional atau cagar alam, pengambilan tumbuhan dari kawasan lindung
lainnya yang ditetapkan secara resmi yang diatur oleh hukum dan peraturan suatu
negara, pengambilan tumbuhan tanpa ijin yang sah ataupun bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku, tidak membayar secara tepat royalti, pajak-pajak atau
biaya-biaya yang berkaitan dengan pemanenan, pengangkutan atau perdagangan
tumbuhan tersebut atau hukum-hukum yang mengatur ekspor atau pengiriman,
misalnya larangan ekspor kayu bulat. Padahal hal tersebut sudah diterapakan
kepada para eksportir Indonesia sebelum produk hasil hutan itu dikirimkan ke
Amerika Serikat. e

untuk lebih memfokuskan pef
berikut :

1. Apakah The Lacey Act merupakan salah satu bentuk proteksionisme yang
diperbolehkan oleh WTO?

2. Apakah The Lacey Act bertentangan dengan ketentuan WTQO?

3. Bagaimanakah Implikasi The Lacey Act bagi negara-negara mitra dagang
Amerika Serikat?

UNIVERSITAS INDONESIA
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4, Apakah tindakan antisipasi yang dapat dilakukan oleh Indonesia?
1.3. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dan

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui
apakah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat

¢ S dengan tujuan dibentuknya Organisasi

dan turunannya dari Indonesia ke ika SEfikat dipergunakan teori keunggulan
komparatif (comparative advantage) yang dikemukakan oleh David Ricardo.

Dalam bukunya yang berjudul “The Principles of Political Economy and
Taxation” yang diterbitkan pada tahun 1817, David Ricardo menjelaskan bahwa
jenis tanah berbeda-beda, ada yang subur, kurang subur hingga tidak subur sama
sekali. Produktivitas pada tanah yang subur lebih tinggi sehingga untuk
menghasilkan satu satuan unit produksi diperlukan biaya-biaya yang lebih rendah
di bandingkan dengan tanah yang kurang subur atau tidak subur sama sekali.
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Dengan demikian semakin tinggi biaya-biaya dengan sendirinya keuntungan per
hektar tanah menjadi semakin kecil pula. Sehingga layak jika sewa untuk tanah
yang lebih subur lebih tinggi di bandingkan yang tidak subur. Pendapatnya ini

kemudian disebut dengan teori sewa tanah (land rent)."”

Selanjutnya David Ricardo menjelaskan tentang nilai kerja dan upah alami,
bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan
untuk menghasilkan barang tersebut. Ongkos tersebut berupa biaya untuk bahan
mentzh dan upah buruh' yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup

(subsisten) bagi buruh yang bersanglkiaiiialika harga yang ditetapkan lebih besar

¥ig dalam jangka pendek

" Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, edisi revisi, (Jakarta : Rajawali Pers,
2009), hal . 52,

' Upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk sekedar bertahan hidup ini disebut upah
alami (natural wage). Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan
setempat {custom). Biasanya tingkat upah alami ini naik proporsional dengan standar hidup
masyarakat.

15 www.dephut.go.id/INFORMASVINTAG/RHL/RHL-2.PDF, diunduh pada tanggal 11
April 2010.

¥ Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 sebesar 206,264,595 juta jiwa <
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.phptabel=1&daftar—1&id_subyek=12&notab=1>  diunduh
pada tanggal 27 April 2009,
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tidak bertangpgung jawab untuk memanfaatkan sumber daya hutan dengan cara-

cara yang illegal.

Seiring dengan masuknya produk kayu illegal ke pasar pada akhirnya
membuat harga-harga produk kayu turun, karena peningkatan penawaran lebih
besar dari permintaan. Akibatnya keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha
kehutanan menurun dan secara otomatis tingkat upah buruh pun menurun. Selain
terjadinya kerugian pada pengusaha dan buruh, negara pun menjadi di rugikan
karena kayu-kayu illegal tersebut tidak membayar provisi yang seharusnya di

terima oleh negara. Pemerintah dalam i
AT

Ricatdo kemuq__
produksi ({ﬁ i coufard

contoh
Tabel 1.1 : contoh perbandingan keunggulan komparatif.
Negara Pakaian Anggur Kurs tukar perdagangan
Inggris 100 orang 120 orang 1 Pakaian = 1,2 Anggur
Portugal 90 orang 80 orang 1 Pakaian = 0,8 Anggur
UNIVERSITAS INDONESIA
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Meski dari tabel tersebut tenaga kerja Portugal lebih produktif baik dalam
produksi anggur maupun pakaian, Ricardo menunjukkan bahwa bila Inggris
melakukan spesialisasi dalam produksi dan ekspor pakaian sementara Portugal
dalam produksi dan ekspor anggur, kedua negara mampu memperoleh tingkat
konsumsi yang lebih tinggi daripada kondisi sebelumnya. David Ricardo
meyakini bahwa dari perdagangan internasional semua pihak akan memperoleh

keuntungan.

Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan perdagangan internasional atas

dasar perbedaan kemampuan (spe i) antar negara. Spesialisasi dapat

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam di seluruh Indonesia
sebanyak 308 perusahean dengan total areal seluas 26,16 juta ha dengan perincian
seperti pada Tabel.

17 Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, (New Jersey: Princeton University Press,
2002), hal. 22,

'* Syamsul Arifin er al., Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan
Bagi Indonesia (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), hal. 64.

*® Douglas A. Irwin, Op. cit., hal. 28.
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Tabe! 1.2 : Luas kawasan hutan yang diberikan IUPHHK.

11

Wilayah Unit Luas (juta ha)
Sumatera 35 1,84
Kalimantan 175 12,27
Sulawesi 28 1,78
Maluku + Maluku Utara 25 1,47
Papua + Papua Barat 45 8,8
Indonesia 308 26,16

Sumber : Buku: Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2008

Sedangkan untuk Perusahaan JUPHHK-Hutan Tanaman sebanyak 227 unit
perusahaan dengan total luas areal keqa 10,04 juta hektar. Realisasi dan luas
tanaman 4,31 juta ha HTI padatah U8Relnas 291.930 hektar.

Produksi utamaiys _' I&h daHn : EiniBulat. Produksi kayu

bulat ini dj

kayu laplS “iencaPaiz gk

kayu chip sebesar’%qsfgﬁg@v bify

% Berdasarkan data Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2008.

2l Kayu Gergajian adalah kayu hasil konversi kayu bulat dengan mengunakan mesin
gergaji, mempunyai bentuk yang teratur dengan sisi-sisi sejajar dan sudut-sudutnya siku dengan
ketebalan tidak lebih dari 6 cm dan kadar air tidak lebih dari 18 persen.

Z Kayu Lapis adalah panel kayu yang tersusun dari lapisan veneer dibagian luarnya,
sedangkan dibagian intinya (core) bisa berupa vemeer atau material lain, diikat dengan lem
kemudian dipress (ditekan) sedemikian rupa sehingga menjadi panel yang kuat. Termasuk dalam
artian ini adala.h kayu lapis yang dilapisi lagi dengan material lain.

B Departemen Kehutanan, Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2008, Bab IV : Bina
Produksi Kehutanan, Jakarta, Oktober 2009.
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Volume ekspor dan pemasukan devisa dari produk kayu bulat dan olahan
yang diekspor ke berbagai negara pada tahun 2008 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.3 : Volume ekspor dan pemasukkan devisa tahun 2008

No. | Produk Kayn yang diekspor Volume ( Kg ) Nilai (US $)
1 | Kayu gergajian 50.910.120 55.202.968
2 | Kayu Lapis 1.668.337.181 1.533.456.775
3 | Bubur kertas/Pulp 2.615.776.379 1.422.446.611
4 | Lembaran finir 11.532.700 30.112.943
5 [ Papan partikel 4.243.936 1.140.930
6 | Papan serat 180.029.160 56.144.786

Sumber : Buku: Statistik Kebutanan Indonesia Tehun 2008

Produk kayu olahan darinde dFigke berbagai negara terutama
negara Asia sepeffi¥ JERAUE, fANIS 0 1oBINA%dan Korea Selatan.
Sebagian lagi égp ,_ ' 24
‘Tabel 1.4 : EkEitibiebdrantiroduk ke o ;

_l"" i o : i LS A ) ) i
No. g NN D S et
; NN A evenues
1 . 39 4 . IEIGO4 N 1915882 58,536
2 NS 11652626551 13 951,02 7WB87.791.004¢ 513
3 [V 582 769 fil S TREC0SY 070.616 |"™e¥s7/.581

§ Statistik Kehu ] - -

: : gulan@gr .produksi
lah dilakukan
iz hutan tetap

it pendapatan,

“wilayah, pembangunan

penyerapan tenaga kefj 2

kebhutanan melalui pemanfaé : :géﬁ”éla_mﬁg‘%gl sebagian orang dirasakan
memiliki sisi buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestrasi’
(lihat tabel di bawah®®) yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya
kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar atau illegal logging.

2 Menurut Pasal 6 ayat (1} Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
fungsi utama hutan ada 3, yaitu: fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Z Deforestrasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak
berhutan Jang diakibatkan oleh kegiatan manusia,

8 Faisal Basri, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebanghitan
Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 315.
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Tabel 1.5 : Laju Deforestasi

Sumber Periode L‘E‘{‘(‘) &eﬁiﬁfl

Forestry Development Program 1950-1977 368
Kementrian Kehutanan Sebelum 1970 300
FAO (1990) 1970-1975 550
FAO (1990) 1981-1985 600
WRI, UNEP dan UNDP (1990} 1978-1984 920
Studi Kehutanan (FAQ) 1982-1990 1315

Kementrian I%fg;g”a“ danFAO }  gejak 1990 800-1100

dan mengama - (sl §al i it ‘adalih®intara lain dengan

mencegah dapg

1. Kerusakan hut3 Gudakantanaht

g 1*1\1:;7ydan pengusahaan hutan
yang tidak bertanggung jawggf‘ " 'J
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahaﬁ galian lainnya,
serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.

4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran;

¥ Salim H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika),
hal. 114,
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5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama, dan penyakit,
serta daya alam.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan sebagian
besar merupakan akibat perbuatan manusia. Ada lima faktor penyebab kerusakan
hutan, yaitu :

bertambahnya penduduk yang sangat pesat;

2. berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat
di sekitar hutan;

3. perladangan bexpind-in 2 - e ]

4. sempitnya lapgngd rpiaf

] pat dilakukan oleh siapa saja
i, A
asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management),

tetapi kegiatan illegal logging bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan.

Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan
melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang
mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area

konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di

% Sambutan Menteri Kehutanan pada Acara Pembangunan Taman Nasional Batang Gadis
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005.
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hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan
produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan.

Permasalahan illegal logging tidak dapat dipisahkan dengan mudah dari
industri kehutanan. Hal ini membuat Pemerintah Amerika Serikat melakukan
amandemen atas The Lacey Act pada bulan Mei 2008 lalu, yang melarang
perdagangan tumbuhan dan produk dari tumbuhan yang berasal dari sumber
illegal, termasuk kayu dan produk kayu. Undang-Undang tersebut mensyaratkan
para importir untuk membuat pernyataan tentang negara asal kayu diambil dan
ke dung dalam produl\-produk mereka.

nama semua jenis tumbuhan_ yang

Pernyataan ini ditujuks

cat 1 -@_Lu 1k11awat1rkaﬂ.- Empen

ﬂ" "1 i} o
;

kefpdsar Al %ka Senkat'ic‘The* 7 ’éyAct
Tt ;%e b 1penuh10%%h.” |

'1 elaku

g “ .‘-l? -‘-‘ '1? ’&.5;7
cacey#4ct telah
para pclaku

Bila ditarik dari sudut pandang teori keunggulan komparatif, hambatan

(barrier) merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan hadir dalam
perdagangan internasional karena hal tersebut akan mengakibatkan terganggunya
kegiatan perdagangan atau akibat terburuknya ialah perdagangan terhenti sama
sekali. David Ricardo melalui teori keunggulan komparatifnya, yakin bahwa
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semua negara akan mendapat keunfungan melalni perdagangan internasional 2
Keuntungan itu juga bahkan diperoleh oleh negara yang kemampuan teknologinya
lebih rendah secara mutlak (absolute) di semua sektor ekonomi dari negara mitra
dagangnya.’® Oleh karena itu, setiap negara harus melakukan perdagangan
internasional untuk kesejahteraan negaranya dan untuk mencapainya setiap negara
harus berusaha untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan baik berupa
hambatan teknis ataupun non teknis.

Perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas
selalu menggunakan indikator-indijafe
efisiensi, transparansj, .diiile ECCarsN: pelaku usaha yang

=

dalam pembagian-pembagiall Barant aray | righargaan kepada masing-
masing pribadi sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, hal ini

® «_. a country would be able to export some goods even if vther could produce them

more effiently. In either case, countries would be able to benefit from trade.” Lihat Douglas A.
Irwin, Free Trade Under Fire, (New Jersey: Princeton University Press, 2002), hal. 25.

% Biro Hubungan dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, Kerja
Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, ed: Sjamsul Arifin,
Dian Ediana Rae, Charles P.R. Joseph, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hal. 18 - 19.

1 Aristoteles: The Nichomacean Ethnics. dalam Agus Brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi
dan Perdagangan Internasional: Study Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi
Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti-dumping dan Safeguards”, {Ringkasan Disertasi,
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal 5.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis..., Julius Rafles, FH Ul, 2010.



i

17

mengharuskan perlakvan yang sama kepada mereka yang berkedudukan sama
dihadapan hukum.®

Sedangkan rectificatory justice adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang
mengatur penerapan hukum. Rectificatory justice pada intinya meliputi pemulihan
keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar.3?
Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar sering

dijumpai pada persaingan internasional dalam kaitannya dengan pangsa pasar

sebagai hasil dari liberalisasi perdagangan. Satu contoh mekanisme penyelesaian

el a,gﬁ" 3
‘i; E T
é%‘lj_‘gfﬂy dimana nilai-

fetsebut untuk memberikan

*2 Agus Brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang
Kesiapan Hukum Indonesia melindungi Produksi dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti-
dumping dan Safeguard,” (Ringkasan Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas
Indonesia), hal. 5. Lihat juga Garcia: “Trade and Justice: Linking the Trade Linkoge Debate. 19.
U.Pa.J. Int’] Econ. L. 391, 413-33, 1998, hal. 398-400.

37 Berdasarkan terminology Aristoteles, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan
cara yang tidak wajar adalah keuntungan-keuntungan yang melampaui kuantitas keuntungan yang
dapat diperoleh oleh suatu pihak dalam kondisi “fair” sebagaimana telah dikukuhkan dalam
kesepakatan internasional tentang alokasi keuntungan-keuntungan. Lihat Ryan, Alan ed:
Introduction to Justice. Lihat juga Garcia: “Trade and Justice: Linking the Trade Linkage Debate.
19. U. Pa. I. Intl Econ. L. 391, 413-33, 1998, sebagaimana dikutip dalam Agus Brotosusilo, /bid.
hal. 6. .

3 Ibid,
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kebaikan kepada setiap orang Namun pembatasan atas teori ini oleh Rawls hanya
dalam lingkup masyarakat domestik saja.>®

Sebagai kritik terhadap kegagalan pemikiran Rawls dalam penerapan di
bidang perdagangan internasional, pada bukunya yang berjudul 7rade, Inequality,
and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade, Garcia memperdalam kajian
tentang “redistributive justice” dalam hukum perdagangan internasional. Garcia
berpendapat bahwa hukum perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup
“fustice”. Di dalam setiap analisis terhadap hukum perdagangan internasional, kita

harus mempertimbangkan klaim te eadilan. Bilamana kerjasama sosial
AAT

kepentingan negara-negara

menggaris-bawahi pentingnya prinsip "special and differential treatment"

sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan infernasional;

% Ibid, hal. 6. Lihat juga John Rawls, A4 Theory of Justice, {Cambridge: Harvard
Universit?v Press, 1971).

S Ibid, hal. 9. Lihat juga Frank J. Garcia, Trade, Inequality and Justice: Toward a
Liberal Theory of Just Trade, (New York: Transnational Publisher, 2003), hal 1062.
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3. "Liberal justice" mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional
tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia, dan perlindungan yang efektif

terhadap hak-hak asasi manusia, dalam rangka pencapaian keuntungan.

Pada dasamya “Theory of Justice” dibutuhkan dalam hukum perdagangan
internasional, diantaranya untuk memulihkan keadaan-keadaan akibat kegagalan-
kegagalan dalam penerapan “free trade” dan sebagai penekanan bahwa
kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap
peraturan-peraturan  yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun
3 yan,g mengatur transaksi-transaksi

h‘%u ; a_lggan bebas dlpaharm

terhadap hukum perdagangan_interna

yang terdapat dalam buku dan akan pengertian yang terdapat
dalam peraturan perundang—undangan Indonesia yang masih berlaku. Tujuan
dibuatnya kerangka konsepsi ini adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran

mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan ini.

*7 Ibid. Lihat Joost dalam “Just Trade”, Goerge Washington International Law Review,
Vol. 37, 2005. Lihat juga Oxfam: Rigged Rules and Double Standard: Trade Globalization and
the Fight Against Poverty, 2002,

% Frank J. Garcia “Building a Just Trade Order for a New Millenium™, Goerge
Washington International Law Review , Vol. 33, 200f. Sebagaimana dikutip dalam Agus
Brotosusilo, 7bid.
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Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.*

2. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.*

3. lliegal Logging adalah praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara
tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah

ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian,

6. The c-:.'- alahsiak INSETR 7 pelikat yang telah
il e EreY. (cMRiynda tanggal 22 Mei 2008,
i hai*perlffidditin Tambuh-tumbuhan dan hasil
produksi dari twnbuh-.tur;zbuhari dan melarang impor, eksport,
pengangkutan, penjualaxi, pembelian dan menerima dalam perdagangan

yang bertentangan dengan hukum Amerika Serikat.

7. Ekolabelling ialah sertifikasi yang digunakan untuk memberi nilai bahwa
suatu produk dalam hal ini produk kehutanan kayu dan turunannya,

% Pasal 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
“ Pasal 1 huruf g, /bid.
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merupakan hasil dari kegiatan pengelolaan hutan yang memperhatikan

norma-norma lingkungan hidup, norma ekonomi dan norma sosial.
1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan pemecahan masalah.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas,
maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

» a tersebut akan
"? B

dianalisis dan 1p eSEnTEs ﬂ‘“ir . alitatif. Yang

: ?‘ rﬁ““ ""‘ :\. Ty . ‘I: g ,.'
dimaksud dengan pend%iia ‘§l‘c’uall : 2 ﬁﬁ} eruf
menghasilkan data deskriptif, %apa’ .a*--. yatakan oleh sasaran penelitian
yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata‘.‘13

ta cara penelitian yang

Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai

_berikut:

“ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hulkum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 13-14.

“2 §ri Mamudji ef af., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Badan Penerbit Fakuitas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), cet. ke-I, hal. 4.

“> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. cit. hal. 67.
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1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.‘* Bahan
hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-
bahan hukum yang berkaitan dengan GATT dalam WTO dan peraturan
di bidang kehutanan yang berlaku dalam hukum nasional Indonesia
antara lain :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tanggal
2 November 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia).

; ;'--.-'}'u nds - Annex 1A General

pization 15 April

: _ i an Pertama, 1997.
3. Bahan hukum tersief™9¥aity bahan:bihan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,*
Misalnya media cetak, media elektronik.

44 Ibid., hal. 13.
3 1bid,
 Ibid.
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1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri beberapa bab. Bab Pertama
merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang serta
pentingnya peranan WTO dalam perdagangan internasional khususnya bagi
Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan
yang akan dibahas sebagaimana telah dirumuskan dalam sub bab permasalahan.

Pembahasan permasalahan tersebut berpedoman pada kerangka teoritis dan

konsepsi tertentu dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

normatif dengan menggunakan pe itatif dalam melakukan analisa

diperbolehkan “d;

ataupun secara

Amerika Serikat mengalami hafibitan at Ptk setelah diberlakukannya The
Lacey Act.

Bab Kelima berisi kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok-pokok
permasalahan sebagaimana diuraikan dalam sub bab permasalahan dan saran atas
persyaratan-persyaratan baru yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat bagi

eksportir Indonesia.
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BABI1

PROTEKSIONISME DALAM PERDAGANGAN BEBAS

2.1 Sejarah Pembentukan GATT/WTO!

Hukum perdagangan internasional tidak dimulai sejak tanggal 30 Oktober
1947 melalui terbentuknya General Agreement on Tariff and Trade (GATT).
Perdagangan-perdagangan ekonomi tidak dimulai oleh Adam Smith (1723-1790)
dan David Ricardo (1772-1823) melalni

teori keunggulan absolut dan teori

praktek perdagaﬁ g e, e }i

interdisip il}_ Fotie

5 ‘i(‘éamﬁdlan beﬁgim?an -dlﬂ&_'sfia dan

vy

hepara-neoara. @g‘t’ferhlmpulﬁdalé!@(egxatan

alf’if%“benamyaiadalahé{_.__ g1atan pertukaran
2 N ud ;egar' Jain. Dapat dikatakan
ak_x_b E dengafl pertukaran antara dua

orang di suatu negara, pembedanya dalah bahwa pada perdagangan internasional

antara penduduk suat'u" e

bahwa perdagangan mtei-nasn

! Menurut Gilber R. Winham dalam tulisannya yang berjudul The Evolution of The World
Trading System - The Economic and Policy Context, “one cannot discuss the history of irade
without also taking account of the regulation of trade...trade may be ancient, but the regulation
and taxation of trade are nearly as old." (dalam buku The Oxford Handbook of International
Trade Law, Editor : Daniel Bethelehem, Donald McRae, Rodney Neufeld, Isabelle Van Damme

{New York: Oxford University Press, 2009), hal. 1.
z Raj Bhala, International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Praciice, 3 edition,

(LexisNexis, 2008), hal. 3.
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orang yang satu kebetulan berada di negara yang berbeda.’ Pengertian hukum
perdagangan internasional menurut Schmitthoff adalah: “... the body of rules
governing commercial relationship of a private law nature involving different
nations.” Dari definisi yang dikemukakan oleh Schmitthoff tersebut terdapat
unsur-unsur yaitu : hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan
yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata dan
aturan-aturan tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.
Sedangkan M. Rafiqul Islam memberikan pengertian hukum perdagangan

internasional adalah “... a wrde rangin, transnartonal commercial exchange of

o

i 'ens%en51nya adaA&h Sika
.fhi:sd B . :

Untuk mengetahui lebih laﬁjut tent;‘ﬁ'g sejarah singkat perkembangan

perdagangan internasional hingga terbemtuknya GATT dan WTOQ, dapat
dikelompokan sebagi berikut :

? Hadi Prayitno dan Budi Santoso, Ekonomi Pembangunan, Cet. 1, (Jakarta; Ghalia
Indonesia, 1996), hal. 257,

* Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2005), hal. 4.

5 Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Hmu Ekonomi No. 3 : Ekonomi Internasional Edisi
I, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal. 19,
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2.1.1. Zaman Keemasan Perdagangan Bebas: Rezim Liberal (1815-1914)°

Dari perspektif sejarah ekonomi, periode liberalisme dalam bidang
perdagangan permah mengalami masa keemasan di Eropa sejak akhir perang
Napoleon tahun 1815 hingga saat meletusnya Perang Dunia I tahun 1914. Periode
tersebut merupakan satu abad yang sangat gemilang dalam perdagangan
internasional, karena perdagangan dunia berjalan dengan bebas hambatan atau
pembatasan yang minim, schingga setiap negara di Eropa dapat melakukan
kegiatan perdagangannya berdasarkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki

masing-masing negara.

P ,\_”,._

\J_'

terjadinya tg;&bosan'mt me ofn algsmtcmatlka dan: pol ‘:plklr paham

b B

merkantilisme’ dt’; it . i Land ah‘ﬁlsafat perdagangan

® H.S. Kartadjoemena, GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di
Bidang Perdagangan Cet-2 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ul-Press), 2002), hal. 20-28.
7 Paham merkatilisme (merchantilsm) dikemukakan oleh kaum merkantilistis yang
menyatakan, bahwa dalam melakukan perdagangan internasional, suatu negara harus lebih banyak
melakukan ekspor daripada mengimpor barang. Surplus perdagangan yang dialami oleh suatu
negara akan meningkatkan cadangan emas yang dimiliki negara tersebut. Pada masa itu alat tukar
yang digunakan adalah emas dan perak. Agar surplus perdagangan terjadi, maka negara harus
membatasi impor dan mendorong ekspor. Untuk memberlakukan impor, negara memberiakukan
berbagai hambatan-hambatan perdagangan yang dikenakan pada barang dari luar negeri, lihat Hadi
Prayitno dan Budi Santoso, op.cit, hal. 260.
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Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nations” membantah pendapat
kaum merkantilistis yang mengatakan, bahwa melakukan hambatan perdagangan
adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Menurut
Adam Smith, kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin
meningkat, jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan
intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin. Dengan sistem pedagangan
bebas, sumber daya yang akan digunakan lebih efisien, sehingga kesejahteraan
yang akan dicapai akan lebih optimal.®

Teori Adam Smith tersebt di__ T4

eori keunggulan absolut. Teori ini

i 1k1 keunggulan absolut

eIl
pET

Bt ‘a o 'engekspgr kogmam te;sebu
’"’k”“"ii'ﬁ'ggulansﬁabsrblyt’».*

ans%zan bebas d1 tarae-n

‘:_. mﬁ% s °§“‘§1 nilai

ﬂléernl:;angkan oleh

. X s (‘_‘?&w

na}pff.' ‘mncal Economi

e gerolp%‘thsunggulan (gains from trade)
apabila memusatkan kegiatan pada bldang-bldang yang costmya relatif lebih

Ricardo suatu negara akan- teta}wm

rendah daripada kegiatan alternatif lainnya di negara itu walaupun negara
mitranya mempunyai keunggulan absolut (absolute advantange) di semua bidang.

Sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan intern akan produk lainnya, negara yang

.8 Lihat Hadi Prayitno dan Budi Santoso, Ekonomi Pembangunan, Cet. 1, (Jakarta, Ghalia
Indonesia, 1996), hal. 261.
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bersangkutan dapat mengimpor.® Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo
memungkinkan semua pihak yang berdagang untuk memperoleh keuntungan dari
perdagangan yang memusatkan kegiatan pada bidang-bidang yang mempunyai
keunggulan kompa:ati'f {(comparative advantage). Konsep ini merupakan dasar

untuk melakukan perdagangan bebas dunia melalui spesialisasi.

H.S. Kartadjoemena'® menjelaskan secara skematis faham liberalisme yang
mewarnai perekonomian dunia pada abad ke 19 mencakup hal-hal sebagai
berikut: !

a. Perubahan utama yangbemlfat ik 5 entalwdan yang merupakan landasan

o} ada'lah sg:eranan utama yang

dipegang ilc 4 dalanﬂkegxatan ekonomi.

Kegnatan”"@co Sl 2 Siopaltd
nd wang tak l’a;n

"“"n.

: ”r
g,adalah lggglatan::ekono ¥

menimbulkan spesialisasi bagi masing-masing pihak yang akan memusatkan
kegiatan pada bidang-bidang dimana negara tersebut memiliki keunggulan

komparatif.

® H.S. Kartadjoemena, GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di
Bidang Perdagangan, Cet-2 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2002), hal. 23,
® H.S. Kartadjoemena adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia pada GATT,
periode 1988-1994 dan Ketua Perunding Republik Indonesia pada perundingan Uruguay Round.
' H.8. Kartadjoemtena, op. cit., hal. 23-24.
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2.1.2. Fragmentasi dan Disintegrasi di Eropa : 1914-1945

Sistem perdagangan internasional yang menitikberatkan pada landasan
liberalisme, mulai mengalami fragmentasi selama satu abad setelah mengalami
era keemasan dari tahun 1914 hingga 1945. Pasar bebas dan perdagangan bebas
mulai menghadapi berbagai macam distorsi sebagai akibat diterapkannya
kebijakan yang menyimpang dari paham liberal. Kebijakan distortif semakin
mengarahkan perekonomian kepada kegiatan yang mengesampingkan mekanisme
pasar sehingga secara bertahap mengakibatkan menurunnya transaksi/volume

perdagangan.

o

‘_ﬂl,

w_, erlodef“ & yalﬂngﬂan:P :%fl

' _ “--m.p.r-;'\— g s
(27 %%ntemanonahs period in
human history. But commite konahsm are still not strong. In

most country conflicts betweeti domesnc and infernational interest are
usually resolved in a way that takes more account of domestic interests.”

'* Paul Hirs dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos: Sebuah Kesangsian
Terhadap Konsep Globalisasi Ekonomi Dunia dan Kemungkinan Aturan Mainnya, (Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 35.

' Op. cit., hal. 29,

Y Alan Oxley, The Challenge of Free Trade, (Harvester Wheatsheaf, 1990), hal. 5.
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Selama Perang Dunia I (1914-1918), negara-negara Eropa telah melakukan
langkah-langkah swasembada dalam segala bidang berkaitan dengan suasana
ketegangan yang semakin meningkat. Untuk mengembangkan sektor pertanian,
negara-negara Eropa menerapkan larangan impor, subsidi dan peningkatan tarif.
Hal ini menimbulkan distorsi perdagangan internasional di sektor perfanian,
sehingga menimbulkan ketegangan dengan negara-negara mitra dagang, baik

Eropa maupun di luar Eropa.

Tahun 1922 hingga tahun 1927 perekonomian dunia masih mengalami
pertumbuhan, hal ini disebabk_gp adanyaipe ngkatan investasi yang cukup besar

-.;“-.'..ﬂ-

td per!uasan penggunaan
' ‘ daqg,penmgkatan yang

" _, -J‘ﬁ&: i

..x_é}-_
tenaga listrik diseftd It

? L]
. ﬁ "‘a“"-“',. pik i

HEER
N b
:Fé‘ 2

‘_‘.

'-"ka S ikat,

R ?

mgkat. Hal i Im%_men aklbatkan

i m----_: g, 5
_iﬁgsul delni% i terjadinya
l‘?ﬂ‘e uas:melanda Amerika

AFkl

hat qgrn‘*dglam investasi,

By __“‘r

; ezj A in g-Hal ini memberikan

il “" ';‘ : .-'- :
' %;Eéggal @%&ﬁkm

pengaruh buruk terhadap pe d

Dampak krisis ekonomi yang dtala:m oleh Amerika Serikat pada tahun 1929
juga dirasakan oleh negara-negara lainnya. Impor Amerika Serikat pada periode
1925 hingga 1939 bergerak sama dengan produksi industrinya sendiri, padahal
dua per tiga dari impornya pada waktu itu adalah produk primer dan produk semi
manufaktur yang digunakan oleh sektor industri, impor Amerika pada tahun 1929
berjumiah US$ 4,4 milyar turun secara drastis xﬁenjadi US$ 1,3 milyar pada tahun
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1932. Keadaaan ini dengan sendirinya mempunyai dampak terhadap

perekonomian negara mitra dagangnya. 5

Reaksi di bidang perdagangan terhadap depresi tersebut di atas, menimbulkan
dampak negatif yang sangat panjang, sehingga pada periode tahun 1990-an pun
masih banyak hal yang belum dipulihkan, terutama dalam bentuk proteksi yang
berlebihan di bidang pertanian di negara yang maju. Reaksi terhadap krisis depresi
di bidang perdagangan bersifat primitif dan parokial. Pada tahun 1930, Kongres
Amerika Serikat menerapkan legislasi yang dikenal sebagai Smoot-Hawley Tarif
Act 1930, suatu Iangkah yang s_?ma "'kall tidak menunjang upaya untuk

kebijakan perdagangan bebasny pada tahun' 1931, dan pada tahun 1932
- melakukan negosiasi Ottawa Agreemen!s yang menghasilkan fariff preference
area di seluruh koloni Inggris. Persaingan proteksi, terutama yang dilakukan oleh

PHs. Kartadjoemena, ap. cit., hal. 30.

' Ibid, hal. 32.

Y Ottawa agreements adalah negosisasi yang dilakukan oleh Inggris, Canada dan negara-
negara Commonwealth pada tanggal 20 Juli - 20 Agustus 1932 di kota Otawa. Persetujuan ini
terdiri dari 12 persetujuan perdagangan bilateral yang memuat tarif konsesi dan komitmen-
komitmen lainnya.
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Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa mengakibatkan kehancuran
regim perdagangan dunia. Meningkatnya tarif dan penerapan aturan-aturan
proteksionis berakibat pada kehancuran, dimana perdagangan dunia menurun
sampai kira-kira dua pertiga dari tahun 1929 sampai tahun 1934. Kondisi ekonomi
ni, digabungkan dengan meningkatnya fasisme dan nastonalisme di Eropa,

mengakibatkan terjadinya Perang Dunia II.

2.1.3. Pembentukan GATT dan WTO

mencegah erulangnya

EOTE ’?‘«;‘y{-’

‘E'a_ BT
%ode%ﬁan keemasaiuperdagangan

A 3 dng 1 me%mn an peningkatan
g, Jang. meliuifekik
¢ b

8" AN E‘ka bermaksud

5, T
A

.\ pat-secara aktif turut

trs.

sama antara negara.

¥ Usaha-usaha untuk mengembalikan zaman keemasan perdagangan internasional dapat
juga kita lihat dalam Atlantic Charter, disebutkan “the fullest collaboration between all nations in
the economic field with the object of securing, for afl, improved labor standards, economic
advancement and social security” dan “with due respect for their existing obligations, aim to
Surther the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access, on equal terms,
fo the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic
prosperity.” Dalam charter tersebut terlihat bahwa setelah Perang Dunia 11, Amerika Serikat dan
Inggris telah membuat benih-benih untuk terbentuknya GATT.
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Mereka setuju untuk menerapkan sistem hubungan internasional yang lebih
teratur dan lebih menjamin perdamaian, dan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
Secara minimal yang ingin dicapai, adalah pencegahan ekses-ekses tindakan
sepihak yang tidak menguntungkan masyarakat dunia, seperti tindakan proteksi,
dan pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa pada
periode fragmentasi perdagangan internasional. Hal ini membawa sistem
perekonomian ke arah malapetaka ekonomi, sosial dan politik, terutama hal ini
diderita oleh negara-negara Asia dan Afrika. Oleh karena itu, untuk mencegah
terulangnya malapetaka tersebut maka di bldang politik dan sosial telah dibentuk

3 !,bese{ta

%h;;‘

en@w%w

Trade Organizaton (ITO) - denganme apkan tata-aturan perdagangan
multilateral yang kemudian dikenal dengan nama General Agreement on Tarifff
and Trade (GATT).

GATT adalah suatu perjanjian multilateral dalam bidang perdagangan yang
bertyjuan untuk mengadakan perdagangan yang lebih bebas (freer trade) dengan
cara mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional, baik hambatan
tarif maupun hambatan non-tarif. Perjanjian multilateral ini dilakukan dalam

rangka melaksanakan kesepakatan yang dicapai pada Brefton Woods Conference
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1944 tersebut. GATT efektif sejak tanggal 30 Oktober 1947 dan diikuti oleh 23

(dua puluh tiga) peserta, yang sebagian besar merupakan negara-negara maju.

Direncanakan ITO akan dibentuk pada tahun 1948 sebagai suatu organisasi
yang mengatur pelaksanaan kesepakatan GATT dan menjadi mitra IMF dan
World Bank. Tetapi upaya ratifikasi piagam pembentukan ITO, yang dikenal

sebagai Havana Charter jfor an Internastional Trade Organization 1948,

mendapat tentangan keras dari Kongres Amerika Serikat, schingga ITO gagal
dibentuk. Karena kegagalan itu, maka GATT yang pada hakikatnya merupakan

m_t masmnal '20*‘

diberlakuki din bahkan’ﬁerubg.h %gnj it

Sekalipun fg?kem %Aﬂv«rﬂemp

sebagai suatu’

'. ! “ 2
hakekatnya GATT hanyalah su‘é"?ﬁgg aszéﬁ*’o;
lagi Jackson menyatakan GATT adalah “bm‘h defects”, mempunyai kelemahan

. l.?-‘

pAnISasi mtemasxonal Lebih tegas

' H.S. Kartadjoemena, op. cit., hal. 174-207.

° Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar, Cet. 3, (Jakarta: PT,
RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 104-105.

2! Huala Adolf, ibid., hal. 105.
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inherent yang mengakibatkan cacat dalam operasinya. Menurut Jackson beberapa

tanda kelemahan itu adalah :**

a. Tidak ada suatu piagam yang memberi kepribadian hukum (legal personality),
membentuk prosedur dan struktur organisasi kepada GATT;

b. Faktanya GATT hanya diterapkan secara “provisional”;

¢. Kenyataannya the Protocol of Provisional Application memuat ketentuan yang
memungkinkan the GATT Contracting Parties mempertahankan peraturan
perundangan yang telah ada ketika mereka menjadi peserta (accession) ke

dalam GATT waIaupun tldak scla{:q“‘*'fien an ketentuan GATT (yang disebut

e @A g s%gben RLW
u c_ éo tr §

5 g ., - L * &:i{t‘ . g 4

e ' cf that the rG" ﬁ !KJ_ 4 ;’Iz e 'geared to Operared sas an
d?ml organizal By aPAS frger ERORLS unplanned, and%'?rf”“}emenral
accrétlon of political; argimiggal Werssl hr%am .,q?gted to 1n.§?1t flon-bmldmg
througfz madvertence A ‘,% @2 R, oo

i 7

Status GATT seb'%i@_ il s_u‘ém orga"msasﬁf é‘f‘ffasgial banyak rie

gt
"{.. RS v 3

yal'lg berpendﬁ‘i‘ﬁ%b%ﬁawaﬁekahp"e ' ‘ &\ égbegﬁg%g r%ﬁ’mzanon tetapi

'G)leh karena itu, tidak

'ragukan tetapi ada

.....

Uruguay adalah mengupayakan penguatan kelembagaan GATT (functioning of

the GATT system), dengan tujuan untuk :

2 Mitsuo Matsushita, er. af., The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy,
(Oxford: Oxford University Press, 2006), hal. 3.

B Gilbert R Winham, The Evolution of the World Trading System - The Economic and
Policy Context, dalam The Oxford Handbook of International Trade Law, Ed: Daniel Bethlehem,
Donald McRae, Rodney Neufeld, Isabelle Van Damme, (Oxford University Press, New York.
2009), hal. 14,

* Gilber R Winham, Jbid.
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a. Memperbaiki mekanisme pemantauan kebijakan perdagangan negara-negara

peserta dan dampaknya terhadap sistem perdagangan multilateral.
b. Memperbaiki efektivitas pengambilan keputusan.

¢. Meningkatkan sumbangan GATT dalam menciptakan keserasian dalam
kebijakan perckonomian dunia dengan menguatkan kerjasama dengan

organisasi moneter dan finansial intenasional.

Awalnya GATT hanya mempunyai 23 (dua puluh tiga) peserta, 25 pada akhir
tahun 1994 jumlah pesertanya menjad1-128 (seratus dua puluh delapan).?® H S

a.
b.
c.
d.
e.
f.
menyé enpoare & i B : “"’“ e supaya
memben TG A j%fahsasx

3 tem f ' "Ei,&;}:mgga ‘terben{ukaTO yang

"f,.,,’

lebih Ianjutﬂ-téﬁladap | p %aganggg

..-,‘
-»rr“

b. Putaran kedua : Annecy Ro
c. Putaran ketiga ; Torquay Round (1950-1 95 1)
d. Putaran keempat : Geneva Round (1955-1956)

% pada awalnya terdapat 24 negara yang turut berpartisipasi dalam negosiasi-negosiast
pembentukan GATT, namun Uni Soviet mundur, Keduapuluh tiga penandatangan GATT tersebut
disebut dengan “the original contracting parties”.

®Indonesia menjadi peserta GATT pada tanggal 24 Februari 1950. Lihat
hitp: !/www wto.org/english/the WTO_e/gattmem_e.htm.
” H.S. Kartadjoemena, Op. Cit., hal. 78-79.
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e. Putaran kelima : Dillon Round (1960-1962)
f. Putaran keenam : Kennedy Round (1964-1967)
g. Putaran ketujuh : Tokyo Round (1973-1979)
h. Putaran kedelapan : Uruguay Round (1986-1994)
Puturan Uruguay (Uruguay Round) adalah putaran perundingan perdagangan
kedelapan dan terakhir dibawah GATT yang berlangsung mulai tahun 1986

hingga tahun 1994, Putaran Uruguay dimulai dengan Punta del Este Declaration
pada bulan September 1986 yang dllklltl oleh lebih dari seratus negara. Dalam

: ’gaga..negara berkembang. Dalam

' JeEAta-neRdls !ﬁ@ j:‘l mg wpun negara-negara
- mwum s e,
i 1 y - o o

Rete:c i
1 o

ol ;.- e \‘-“ﬂ .
ﬂ@g 5 P,fd g&nﬂl
perlindungan hak milik mté]%;al (melleéif‘ﬁ?* property rights) dan investasi

(investment) dalam rangka perdagangan;
c. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa (dispute settlement mechanism);

d. Penyempurnaan beberapa peraturan GATT.

WTO adalah suatu organisasi perdagangan dunia yang berkarakter terbuka

dan universal. Organisasi ini berdiri secara efektif pada tanggal 1 Januari 1995.

BHS. Kartadjoemena, (1996). fbid, hal. 215-216,
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Dokumen akhir ini terdiri dari suatu dokumen pembentukan (constituent
instrumen) WTO yang disebut sebagai Agreement Establishing the World Trade
Organization (sering disingkat : WTO Agreement), dan dilengkapi dengan 4

Annex. Keempat Annex itu terdiri dari :

Annex 1: A. Multilateral Agreement on Trade in Goods (terdiri dari GATT 1994
dan dua belas agreement lainnya);
B. the GATS Agreement,
C. the TRIPs Agreement;
Annex 2: Undersmndmg on _Rules cedures _Governing the Setilement of

.-..J

pertama,?ngni ,.menerapkan-‘hasfkesepa]%atan tata

‘[""4

WO (greement atal:i ke
hasil yaﬁ%—a‘ﬁlca&al dari sal_ ,

%

kerangka GRTT ,yang;ﬁ“ i

sekalipun dllkun“%lgll .%5 neg‘ 5
. _:';'kc..u..:},' - m.r..?:
111 negara. Sepertu;;Gb% : h,»,sqglmé"f%fangwte%%dung@:dﬁ& YWTO adalah
e Wingo “‘*é’f?

4 .rakGSh Ang?,{"e%r ﬁadalah

ﬂ',_ gan perdagaé?an dibawah

pertanggal 27 Juli 2008 adaaa@,gssﬁ(sera{u,'_"

TIyg P K2
sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang Indonesia adalah salah satu

penandatangan the Marrakesh Agreement dan telah meratifikasi agreement itu

® Amelia Porges, The Marrakesh Agreement Establising The World Trade Organization,
Dalamn Terence P. Stewart (ed). The World Trade Organization. (Washington, D.C : American Bar
Assosiation, 1996).

* Dian Ediana Rae, Pengantar Singkat World Trade Organization. Emmy Yuhassarie
(ed). Transaksi Perdagangan Internasional, { Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005) hal. 48-49.

*' hitp:/Awww.wto.org/english/thewto_e/whatis_eftif _e/org6_ehtml.  diunduh pada
tanggal 10 April 2010.
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dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement
Establishing World Trade Organization.>

2.2 Prinsip-Prinsip WTO dan Pengecualiannya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prinsip adalah dasar; azas
(kebenaran yang menjadi pokok dasar pemikiran, bertindak dan sebagainya).
Sedangkan pengertian prinsip atau principle, Black’s Law Dictionary memberikan
pengertian sebagai berikut:»

ro Sition,so clear that it can
1:) %h is still clearer.
[ tugnt parts. That

' ?J 3

sem

t:*-," i

IS

Prinsip-prinsip hukum perd‘aéaﬁga_ﬁ intérnasional menurut WTO®, adalah

sebagai berikut:

*2 Diumumkan melalui Lembaran Negara No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564.
* Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (West Publishing Co., St. Paul, Minn,
1983).
** H.S. Kartadjoemena, (1996). op.cit., hal. 107.
% Peter Van den Bossche membagi aturan dasar dan prisip-prinsip WTO sebagai berikut:
1. Prinsip Non Diskriminasi;
2. Aturan mengenai akses pasar;
3. Aturan mengenai perdagangan yang tidak adil;
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a. Prinsip Non Diskriminasi yang meliputi :
1. Most Favoured Nation (MFN) (Pasal I GATT)

Prinsip MFN diakui sebagai alat GATT untuk meliberalisasi perdagangan,
baik melalui tarif ataupun melalui aturan-aturan domestik, harus mengikuti
prinsip ini.

Maksudnya, adalah apabila suatu negara pertama memberikan kemudahan
atau fasilitas perdagangan internasional kepada negara kedua (baik dalam
penerapan dan pengadministrasian, _ea dan pungutan ekspor-impor), maka

X gcrn%s_l_{lal yang diberikan kepada

% «-‘» . ]:ﬁir

iceﬁga, keempat, dan

A .
ggaf‘-setla_p hegara wajib

. aﬁﬁ%&lgﬁw Dengan

u% 5 44 P oot
t;%ak @daﬁ‘ﬁegai%%y

i

“'lesal' J5enpke
berkemb'ﬁﬁz‘iﬂuﬁé fﬁ“ o
5. Aturan mengeuzg)?h on samqrai_"

% Pasal | GATT mengandur{
bersyarat dan tidak bersyarat telah dip A-TIE
tidak digunakan lagi sejak akhir abad ke 18 Pada tahun 1778 Amerika Senkat mencanangkan
perlakuan MFN bersyarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Treaty of Amity and Conimerce
antara Amerika Serikat dan Perancis tanggal 6 February 1778 yang berbunyi sebagai berikut:

“The most Christian King, and the United States engage mutually not to grant any

particular Favor to other Nations in respect of Commerce and Navigation, which shall

not immediately become common to the other Party, who shall enjoy the same Favor

Jreely, if the Concession was freer made, or on allowing the same Compensation, if the

Concession was Conditional.”  (http:/favalon.law.yale.edi/18th_century/fr1788-1.asp

diunduh pada tanggal 7 April 2010)

Namun seiring dengan perkembangan industrinya, pada tahun 1920-an kebijakan Amerika Serikat
berubah. Dengan memberikan perlakuan non diskriminasi kepada negara lain, diharapkan ekspor
Amerika Serikat akan mendapatkan perlakuan yang serupa dari negara-negara lain.

*? Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hulum

dan Non Hukum, cet. 1, (Bandung : Refika Aditama, 2006}, hal. 57.
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2. National Treatment (NT) (Pasal III GATT)

Menurut prinsip ini, produk dari svatu negara yang di impor ke dalam
suatu negara hasus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.
Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua
jenis pajak dan pungutan-pungutan lainnya, perundang-undangan,
pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang memengaruhi
penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-

produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan

terhadap proteksionisme seb ibat upaya-upaya atau kebijakan

umumnya dilarang. Hal ini" dlkha '

itkan akan menggangu praktik

perdagangan yang normal.

Restriksi kuantitatif dewasa ini tidak begitu meluas di negara maju.

Namun demikian, tekstil, logam dan beberapa produk tertentu, yang

% Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2005), hal. 112.
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kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang masih acapkali terkena

rintangan ini.”?

Dalam pelaksanaanya restriksi tersebut dapat dilakukan dalam hal 10

1. Untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara
pengekspor;

2. Untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya yang menyangkut

produk pertanian dan perikanan;

3. Untuk mengamankan menmgkatnya 1mpor yang berlebihan di dalam

proteksn
H ‘;* _;i

tmgkatan tanf béa?masuk)

d 5 %ﬁsmelalm upziygmg_@yf .'-; it

measuresl erlmdungj@.‘?jne’la’]

}.t _"h' .

anggota WTO umumnya banyak mengéunakan cara ini untuk melindungi
industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukkan bagi negara
yang bersangkutan. Meskipun diperbolehkan penggunaan tarif ini tetap tunduk
kepada ketentuan-ketentuan GATT. misalnya saja pengenaan atau penetapan
tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada komitmen
tarifnya kepada WTO.

3? Huala Adolf, ibid., hal. 113,
*® Huala Adolf, ibid.
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Komitmen tarif maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap
suatu produk tertentu. Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara tersebut
yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu, suatu negara yang telah menyatakan
komitmennya atas suatu tarif tidak dapat semena-mena menaikan tarif yang
telah ia sepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian
mengenai kompensasi mitra dagangnya.?! Ketika GATT terbentuk pada tahun
1948 sampai dengan disahkannya perjanjian hasil putaran Uruguay, tingkat
tarif yang ditetapkan negara-negara telah turun cukup tajam. Dari rata-rata
sebesar 38 persen pada tahun 1948 spada tahun 1994 telah jatuh menjadi 4

—i

1
. C

ng,_,f'z'esu ous 0)_"3: Qnt ng F‘ 0 !hes?%ﬁ

._ocal and mmually ady; nr au.s' arran
i nd,gor}iei' ba Fiers 10 rrade and glo the
att mf‘?ﬁ'gb‘_,érhanonal comme 2

dari negara yang pertama tadl Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap
negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas
barang dan jasa. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap negara

akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar dan bebas.

! Lihat Pasal XXVIII GATT 1947.
121 jhat pemhukaan The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
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e. Prinsip Perdagangan Internasional yang “fair” melarang Dumping (Pasal Vi)
dan Subsidi (Pasal XVI GATT)

Prinsip fairness dalam perdagangan internasional, dimaksudkan agar
jangan sampai terjadi suatu negara menerima keuntungan tertentu dengan
melakukan kebijakan tertentu, sedangkan di pihak lain, kebijakan tersebut
justru menimbulkan kerugian bagi negara lainnya. Dalam perdagangan

internasional, prinsip fairness ini diarahkan untuk menghilangkan praktek-

praktek ekonomi yang disebut dengan praktek subsidi dan dumping.

T

2
,ﬁr” Ry

Bagian IV GATT;

3. Anti-dumping and countervailing duties, sesuai ketentuan Pasal VI

GATT, the Anti-dumping Agreement, dan SCM Agreement;

“ Michael J. Trebilcock and Robert Howse, The Regulation on International Trade, 3
edition (New York: Routledge, 2005), hal. 54-55.
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4. Quantitive Restriction yang diterapkan sesuai ketentuan Pasal XII
atau Pasal XVII GATT untuk alasan keseimbangan neraca
pembayaran berdasarkan Pasal X1V GATT;

5. National Security sebagaimana diakui dalam Pasal XXI GATT;

6. Retaliation yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan nullification
and impairment (Pasal XXII GATT) dan ketentuan safeguard (Pasal
XIX:3 (a) GATT);

7. Pengecualian diatur Pasal XXV:5 GATT dimana anggota dapat

melepaskan kewapban termasuk kcwajlban MFN selama keputusan

(,—\v

GO S g & mg!a'n ya'ng
semIS akibat Jngnmgkgény‘w F"i‘lﬁﬁ‘é&:?fbﬂ‘dtﬂ; _jems m_,,__, F'negara itu
N - 71 "‘-2 il )
boleh; tIda.Lc ‘tupduk p i$ipsini (Bas )gG’%I‘g)

ey

3. Demike cht ::imataqu.aL dan keamanan

"\f

2.3 Proteksionisme dan Perdagangan Bebas

Banyak ahli ekonomi yang setuju bahwa negara-negara mendapatkan
keuntungan dari perdagangan internasional. Adam Smith melalui teori
keunggulan mutlaknya menjelaskan bahwa setiap negara harus berproduksi pada
suatu produk dimana ia unggul dibandingkan dengan negara lain. Teori ini

kemudian dikembangkan oleh David Ricardo, dia menyatakan bahwa setiap
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negara akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional meskipun
negara tersebut tidak memiliki keunggulan secara mutlak, yaitu melalui

spesialisasi.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2001 menunjukan
bahwa negara-negara berkembang yang melakukan integrasi ke dalam
perekonomian dunia pada fahun 1980-an dan tahun 1990-an mencapai
pertumbuhan yang tinggi, memiliki angka harapan hidup yang tinggi dan
pendidikan yang lebih baik, misalnya negara Cina dan India. Negara-negara

berkembang tersebut mampu be amg ~{gvdent,c':,an negara—negara maju. Namun

V d&“' »%; ¥
: ..: 04?‘-.-.-:- ]
i ‘3 %\:em

o :'“—?‘zi*’ ;

Y

1=trade and

i:r loitasi oten31- .‘btcnsi
i omi, dan mend‘egah pincangan

a%gan'mtemasmnai' ndak ‘ﬁanya memiliki

ok
)
J"!:ﬁ

nti"pe

beidag

ik L;ﬁ‘tuggapg on—ekonoml': e
: m%@é&‘q«%u a{-——-_ w' i‘ 5 i

luas. Perdagangan mt‘e&nasrﬁn"é‘lﬁimemn_ -

mengintensifkan hubungan—hubungan 11ntas batas negara dan pertukaran ide-ide

yang akan membawa pada suatu kesepahaman yang saling menguntungkan
sehingga negara lain dan warganya seringkali dipandang sebagai mitra bisnis

daripada sebagai musuh.

* Lihat Peter Van Den Bossche, The Law and Policy of The World Trade Organization:
Text, Cases and Materials, 2™ edition, (Cambridge University Press, 2008), hal. 17-18.
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Negara yang melakukan pembatasan perdagangan secara langsung akan
memberikan pengaruh terhadap kesulitan ekonomi terhadap negara pengekspor.
Oleh karena itu, proteksi perdagangan dapat menjadi sumber konflik antar negara-
negara di dunia. Sedangkan menurut mantan Direktur Jenderal WTO, Pascal
Lamy, perdagangan internasional dapat menciptakan keamanan dan stabilitas bagi
negara-negara.*® Pertumbuhan proteksionisme tidak saja akan menghentikan,
tetapi juga membalik sebagian proses liberalisasi perdagangan. Hal ini berarti
mengancam hakikat sistem perdagangan internasional. Menurut Jagdish Bhagwati

Ada dua golongan hambatan non tanf Jdepgan konsekuensn yang berlainan sama

4

in ieinﬁmﬁ ar;:r'- .
54

*ken‘ﬂﬁiwkendala- sepettl b

ot

'-':iBahkan,«n ug}gar ang gencar

et .

k% enkaisﬁm!ﬁgngmbll jalan ke
gﬁg emopulerkan slogan
il

melmdungLé%‘ekonomlanm-dal
mengampanyekagdperdagangalﬁg
T bt

arah proteksxoms;rne"perekonomxan é

312’;},41

“Buy American

‘1"{1»\-

5@& £ o :
Proteksi pada hakjﬁ'?a adalah’ukﬁha—ukahﬁgem‘énntah untuk membatasi

atau menghalangi impor dari nega}é“ne?ram 14t

perekonomian negara. Alasan yang mendorong negara melakukan aksi proteksi

cukup banyak dan beragam. Beberapa di antaranya:

“Lihat Pascal Lamy pada pidato dalam the International Institute for Strategic Studies
pada tangal 8 September 2007 <http://www.wio.org/english/news_e/sppl_e/sppl66_e.htm>
Jagdlsh Bhagwati, Proteksionisme, Penerjemah : Tom Gunadi, (Bandung: Percetakan
Angkasa, 1992), hal, 41,
*' Warta Ekonomi, Proteksionisme, edisi 05/XX1/2009, hal. 90.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis..., Julius Raﬂes FH UI 2010



48

a, Pertahanan Nasional

Alasan untuk melakukan proteksi ialah karena industri-industri tertentu
sangat vital bagi pertahanan nasional terutama pada saat-saat darurat. Suatu
negara tidak boleh menggantungkan diri pada impor produk-produk strategis,
karena pada masa perang bisa saja musuh mengambil tindakan untuk memutus
impor barang tersebut. Sehingga lebih baik melindungi industri dalam negeri
walaupun pada masa damai, dan ketika negara tersebut membutuhkannya negara

tersebut telah memilikinya.*® Tidak seperti keban}'akan alasan-alasan

I F R 08 &, |uh_#

darurat dan mglymparﬁy&, dan_ ,]1_153% I g e;iﬂ.ng a &lah*sumber daya mineral
N e - = o, 3

ik ‘,makgﬁgemﬁ tisan

.-_'-,‘.-.’ =4 1 AT fv v

menjadi lebih cepat.
b. Neraca Perdagangan

Banyak negara yang memberlakukan kebijakan proteksi perdagangan dengan
harapan dapat mengeliminasi defisit neraca perdagangan atau untuk meningkatkan
surplus neraca perdagangan. Keinginan untuk meningkatkan surplus neraca

perdagangan dengan meniru pandangan kaum merkantilis yaitu bahwa semakin

“8 Leland B. Yeager, Free Trade: America’s Oppurtunity hal. 31.
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besar surplus akan sangat menguntungkan bagi kepentingan nasional suatu
bangsa. Alasan ini kurang meyakinkan karena: pertama, pada dasarnya tidak ada
yang menginginkan terjadinya defisit perdagangan atau menginginkan surplus
perdagangan. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi yang cepat di Amerika
Serikat dibandingkan dengan negara-negara lainnya cenderung akan
menyebabkan defisit perdagangan, Dalam hal ini, defisit perdagangan merupakan
sebuah tanda perckonomian yang sehat.*® Kedua, kebijakan proteksionis yang
berakibat pada pengurangan impor akan menyebabkan ekspor menurun. Oleh

karena itu, usaha untuk meningkatks por secara permanen atas impor akan

dengan cepat

tan produsen

;(.

,‘rotduknwtas dan pendapatan masyarakat akan

dengan adanya pengangguran
berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-
masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, langkah-langkah membela produk dalam

negeri dianggap akan membela tenaga kerja dalam negeri,

“ Craig K. Elwell Dalam sumary laporan CRS report for congres menyatakan bahwa
“The benefit of the trade deficit is that it allows the United States to spend nowbeyond current
income. In recent years that spending has largely been for investment in productive capital” (The
US. Trade Deficit: Causes, Consequences, and Cures, updated Janvary 25, 2008
<italy.usembassy.gov/pdfiother/RL31032.pdf> diunduh pada tanggal 10 April 2010.)
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2.3.2 Bentuk-Bentuk Proteksionisme>°

Proteksionisme dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Pada
prinsipnya semua bentuk proteksionisme ditujukan untuk melindungi industri
domestik dari pesaing-pesaing asing. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan
yang dapat meningkatkan harga pada pasar domestik untuk produk asing,
menurunkan biaya-biaya produsen domestik atau membatasi akses asing ke dalam

pasar dalam negeri. Ada beberapa cara untuk melakukan proteksionisme, antara

lain melalui:

a, Tarif

Tarif adalah b'aira/ R E

e
S,

duse-.':“'s,-;BQ‘F

L ga._ R

u.” (”\

al" “fa "rg?.'s-_—schedules of dui‘tes on

”514
"*é
oL takan “we mwouldéexpecr

.S‘:ffhaf gtenswely us%an economy’s

,Lcomodzty

t:v a7, gwoi;l ,be‘z:? e that eliminate

AT

pajak yang dlbayarkan l angg& akan menjual barang-

TR 3 e
barangnya di dalam negeri, alasan.elamnya:ﬁﬁalah pendapatan dari tarif dapat

digunakan untuk membiayai pelayanan-pelayanan publik pemerintah kepada
masyarakat atau untuk mengurangi pajak-pajak lainnya. Praktek ini sangat umum

dilakukan di negara-negara berkembang. Namun bagi negara-negara maju

Cietus C. Coughlin, et.al., Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence
and Rationaie, (Federal Reserve Bank of St. Louis, 1988), hal. 5-6.
' Leland B. Yeager, Free Trade: America’s Oppurtunity, (New York: Robert
Schalkenbach Foundation, 1954), hal. 8.
* James R. Markusen, et.al., International Trade: Theory and Evidance, (McGraw-Hill,

1995}, hal. 246.
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pengenaan tarif atas perdagangan internasional kurang signifikan untuk menjadi

sumber pendapatan.”

Pada abad 20, tarif di Amerika Serikat meningkat tinggi sebagai akibat dari
Smoot-Hawley Tariff tahun 1930. Sebagai contch, pada tahun 1932 pendapatan
dari tarif dari keseluruhan total impor Amerika Serikat adalah 19,6 persen.
Perhitungan yang sama yang dilakukan pada tahun 1985 hasilnya adalah 3,8
persen. Penurunan ini disebabkan oleh 2 alasan. Pertama, karena banyak tarif

yang diatur dalam Smoot-Hawley Tariff ditentukan dalam jumlah kurs dollar

tertentu, level harga yang meningkatgfiel ahan-lahan telah merusak tarif yang

yang dllakukan d n?

dlbaml ‘saﬁgp : pada angkz?kmﬁk&

*.

pasar Jﬁlg,g:negemnya dal
sudah $i b daL dapat I :

tara:taﬁf danckuota adalah tarif menghasilkan
pemasukkan bagi negara sedangkan kuota menghasilkan pendapatan bagi yang

mengurangi konsumsi. Perbed

% James R. Markusen, et.al., fbid. Di Inggris pendapatan dari tarif hanya sebesar 0,01
persen dari total pendapatan pemerintah, 0,02 persen di German, 1,56 persen di Amerika Serikat,
sedangkan di negara-negara berkembang seperti Argentina mencapai sebesar 13,31 persen, Ghana
sebesar 40,90 persen dari total keseluruhan pendapatan.
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memiliki izin impor dan sebagai konsekuensinya, produsen asing akan

mendapatkan pemasukkan yang sama.**

Ada 3 jenis kuota yang digunakan:
1. Kuota Unilateral

Kuota ini dibuat oleh sebuah negara tanpa konsultasi atau negosiasi
dengan negara lainnya. Kuota tersebut bisa bersifat global atau alokasi. Jika

bersifat global, total volume produk-produk yang dapat di impor ditentukan

berdasarkan negara asal (coamfry af orzgm) atau keterlibatan 1mporter 